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Mengingat:

l. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik ·
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Pasal 28
Peraturan Pemerintahlcepublik Indonesia' Nornor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Papua Barat tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Barat;

GUBERNUR PAPUA BARAT

:,pERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PAPUA BARAT

\

"..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GEBERNUR PAPUA BARAT
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Jaya Barat, Kabupaten _Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sarong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tabun 1999 Tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

. Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
_Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
.3960) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) seb~gaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perigganti
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2008 Tentang

. .
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus 8agi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4940);

4. Undang-Undang Nomor ,23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa .kali diu bah terakhir dengan Undang

" .;

_.- -- -----~---,_".,~ .. ~- -I',~-~--';:::::--~ .~. -~~~-,,_-~---=~~.~--_-

"
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Undang Nomor 9 Tah~n 2015terttang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah N('IDor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan .
Pemerintah .Daerah (Lembaran Negara : . Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelornpokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Dan _?ertangungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);



32

H i [11 P II n :1 n H P~' rat u r n 11 D:I l' r ;·1 h
P r (I \ in" i P 11 run 13 a r H t 2 n I !

1. Daerah adalah daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang mermrn pill
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Guberriur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya

disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudu kan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRPB adalah pejabat daerah yang mernegang
jabatan ketua dan wakil ketua DPRPB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:. .

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

RAKYATPAPUABARAT.
PERWAKILANDEWANANGGOTADAN

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

.'
Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKlLANRAKYATPAPUABARAT
dan

GUBERNUR PAPUABARAT

MEMVTUSKAN:
HAKTENTANGDAERAHMenetapkan: PERATURAN
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6. Anggota DPRPB adalah pejabat daerah yang memegang \
jabatan Anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan
pera turan perundang- undangan.

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat
selanjutnya disebut Sekretaris DPRPB adalah pejabat
perangkat daerah yang memimpin sekretariat DPRPB.

8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan
dan Anggota DPRPB.

9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap Oulan·
. . ," ....

kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dalarn menghadiri .
dan mengikuti rapat-rapat dinas. ... ,

10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap:
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB karena

.. kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRPB.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang

bersifat tetap dan diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRPB sehubungan dengan
kedud ukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretaris pada Kornisi- Komisi, Badan Kehormatan,
Anggota Badan Musvawarah, Anggota Badan Anggaran,
dan Anggota Badan PembentukanPeraturan Daerah.

12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB selarna
alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan
tugas.

13. Tunjangan Kornurukasi Intensif adalah uang yang
diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRPB setiap
bulan dalam .rangka mendorong peningkatan kinerja
Pirnpinan dan Anggota DPRPB.

"
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16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB yang meninggal
dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

17. Dana operasional Pimpinan DPRPB, selanjutnya disebut
Dana Operasional adalah dana yang disediakan
Pimpinan DPRPB setiap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan
represe ntasi, pelayanan, dan t.ugas Pimpinan DPRPB
sehari -hari.

18. Dana kegiatan monitoring dan evaluasi dana Otonomi
Khusus adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
da~ Anggota DPRPB dalam rangka nlonitoring· dan
evaluasi program otonomi khusus di Kabupaten / Kota di
Provinsi Papua Barat dalam bentuk biaya perjalanan.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

\ 14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap melakukan
. reses.

15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinar,l dan Anggota DPRPB berupa
pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, jarninan kematian, pakaian dinas dan atribut,
-rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas
jabatan bagi Pimpinan DPRPB, belanja rumah tangga
bagi Pimpinan DPRPB dan tunjangan transportasi bagi
Anggota DPRPB.



35

H i ill pun ;t n ll. P <,' r H t U r :1 n I);t (' I' :~ h
[' I I} \ i fl \ i Pap u:, f3 l\ r a ( 2 n I ')

24. Peraturan Daerah .Provinsi, yang selanjutnya disebut
Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Gubernur.

')5~ ,

20: Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut
RKAadalah Rencana Kerja danAnggaran pada lembaga
DPRPByang dikelola oleh Sekretariat DPRPB.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang memuat rincian belanja program dan kegiatan '
lembaga DPRPB pada Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat DPRPB.

22. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut
NPWP adalah nomor pokok wajib pajak bagi orang
pribadi atau' Badan Hukum ,yang memperoleh
penghasilan yang sah menurut ketentuan perundang
undangan dibidang pajak.

23. Badar Penyelenggara .Jarninan Sosial yang selanjutnya '
disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk
rnenyelenggarakan program jaminan sosial.

i.'
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Pasa12

(l)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPB terdiri atas
penghasilan yang pajaknyadibebankan pada:
a. APBD,melipu ti: ,_. /

1. uang represen tasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
S. tunjangan jabatan;
6~ -tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.

b. Pimpina n dan Anggota DPRPB yang bersangkutan,
melipu ti:

1. .tunjangan komunikasi intensif;
2. tunjangan reses; dan
3. Dana kegiatan monitoring dan evaluasi Otonomi

Khusus.
(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRPB sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.·

Bagian Kesatu
.Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPB

PENGHASILAN,TUNJANGAN~SEJAHTERAAN, DANUANG
JASA PENGABDIAN

PIMPINANDANANGGOTADPRPB

'\
\BAB II
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PasalS

Uang paket sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRPB sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang
representasi yangbersangkutari.

(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan 'beras bagi Pimpinan
dan Anggota DPRPB besarnya sarna dengan tunjangan:
keluarga dan tunjangan betas bagi pegawai .aparatur sipil
negara sesuai derigan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam Pasal :2 ayat (1) huruf a angka 2 dan
angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan.
Anggota DPRPB.

Pasa14

(4) Uang representasi Anggota DPRPB sebesar 750/0 (tujuh .
puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRPB.

Pasal3

(1) Uang representasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada
,!1mpinan dan Anggota DPRPB.

(2) Uang representasi ketua DPRPB setara dengan gaji pokok
gubernur.

(3) Uang representasi wakil ketua DPRPB sebesar 800/0
(delapan puluh persen] dari uang representasi ketua
DPRPB.
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(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal8

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap
bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan
Anggota DPRPB.

(2) .Tunjangan alat
kelengkapan lain
jabatan:

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan
jabatan ketua DPRPB.

kelengkapan dan tunjangan alat
diberikan dengan ketentuan, untuk

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayai
. (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinar

... dan Anggota DPRPB sebesar 1450/0 (seratus empat puluh lime
.. persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan ala1
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPByang duduk
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran,
badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat
kelerigkapan lain.

Pasa16.'
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'(7) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan
reses sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok
kernam puan keuangan daerah:

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. ..sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;

dan uang representasi ketua DPRPB.

(2)· Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan .
reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.

(3) Dana kegiatan pengawasan dan monitoring Otonomi
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
huruf b angka 3 diberikan berdasarkan kegiatan,

(4) Tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan
dana kegiatan pengawasan dan monitoring Otonomi
Khusus diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

(5) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan '
atas besaran pendapatan umum daerah dilfurangi
dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan
dikelornpokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi,
sedang, dan rendah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan
kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 10

. (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9
ayat ("1) huruf a diberikan ;dalam bentuk iuran kepada
Bada.n Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l~) Pimpinan DPRPB disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rurriah tangga.

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Anggota DPRPB dapat disediakan
tunjangan kesejahteraan berupa:

a~rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. ,tunjangan transportasi.

a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribu t.

(1) Tunjangan kesejahteraan Pirnpinan dan Anggota DPRPB
terdiri atas:

Pasal9

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRPB

·'
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a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam
1 (satu) tahun;

b. pakai.an sipil resrni disediakan 1 (sa tu) pasang dalam
1 (satu) tahun;

Pasal 12
(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRPB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d
terdiri atas:

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
sebagairuana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf bdan
huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kece lakaan kerja
dan jaminan kernatian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 11

·if··

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRPB disediakan
pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui
status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan ..
yang diberikan oleh Badan Penyeleriggara Jamman Sosial
Kesehatan.

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ..
dilakukan di dalam negcri serta tidak termasuk .istri dan ...
anak ..
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b. kartu identitas ukuran kartu nama terbuat. dari bahan
. PVC disediakari 2 (dua) buah dalam 5 [lima] tahun;,

c. papan nama disediakan; 2 (dua) buah dalam 5 (lima)
tahun;

(3) Pakaian dinas dan atribut sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disediakan dcngan
merripertimbangkari prin sip efisiensi, efektifiras, dan
kepatutan.

(4). Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas
dan atribut sebaga.imaria dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

, ..

. .

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. emblim emas 23 (dua puluh tiga) karat 25 (dua puluh
lima) gram berlogo DPRPB· disediakan 2 (dua) buah
.dalam 5 (lima)tahun;

. .

f. pakaian olahraga disediakan 2 (dua) pasang dalarn 1
..... (satu) tahun.

c. pakaian sjpil lengka p disediakan 2 (dua) pasang dalam
5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harlan lengan panjang disediakari 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

e. pakaian yang bercirikan khasjbatik Papua disediakan
1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

H i f11 P II n ;t naP (.' r .\ ! iI ,. a n l);. l' r 1I II
l' r f.1 \ in" i P;I P U H Ll it r ;1 t 2 0 J ~
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. (6). Dalam hal Anggota DPRPB yang disediakan .rumah
negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir .
rnasa .bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib

Pasal 13

(1). Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat
(2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRPB
sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(2). Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat
disediakan bagi Anggota DPRPB sesuai standar
berdasarkan keten tuan pera turan perundang -undangan.

(3). Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan .9-inas jabatan sebagaimana dimaksud pada .
ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
.dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
peru ndang -undangan.

(4). Pemeliharaan rurnah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemcliharaan rumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada AlJBD. '.'.

(5). Dalarn hal Pimpinan DPRPB berhenti atau berakhir masa
bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pernerintah Daerah paling lambat
1(satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya
masa bakti .
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Pasal 15

(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belurn dapat menyediakan
rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi
-Pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud da1am Pasal
13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.

(2). . Da1am hal Perneriritah Daerah belurn dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRPB
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(3). Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi
Pimpinan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap

Pasal 14

(1). Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraar
dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksuc
dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan,
digunausahakan, dipiIldah-tangankan, dan/ atau diubah
·status hukumnya.

(2). Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang
·disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diubah.

dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintal
·Daerah paling lambat 1. (satu) bulan sejak tangga
berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembaliar
rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraar
dinasjabatan diatur dalam Peraturan Menteri.

(7).

H i III pun a n.~ F' t' r ,I. I 11 r ,1!1 D ,I I.' r H h
P r ·1 \. in" i Pap U;1 Eo;t r "t 1 n J -;
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.Rumah negara dan perlengkapannya serta kcndaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1~
serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB secara
bersamaan.

Pasal 16

pengucapanbulan terhitung
sumpah/ janji .

(4). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pacta ayat
(2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan
dalam bentuk uang .dan dibayarkan setiap bulan
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpab /janji.

tanggal\ mulai

(5). Bagi suami dari/utau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pimpinan darr/atau Anggota DPRPBpada DPRPB
yang sarna hanya diberikan salah satu tunjangan
perumahan ..

(6). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang suami atau , ,."
istrinya menjabat sebagai kepala daerahywakil kepala
daerah pada daerah yang sarna tidak .diberikan
tunjangan perumahan.

(7). Bagi Pimpinan dari/ atau Anggota DPRPB yang
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.
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(6) .. Keterituan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan
perurnahan dan tunjangan transportasi diatur dengan
Peraturan Gubernur.

(S), Besaran lunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pirnpinan dan Anggota DPRPB tidak boleh
rnelebihi besaran tunjangan perurnahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggata DPRPB.
· .. 1

H i III pun ;1 n il P l' r a ( U r ;1 n D;t l' r <I It
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'(2).

, .'

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalarn pasa115 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
_berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus
.sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang
berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan
Anggota DPRPB, tidak termasuk mebel, belanja listrik ,
air, gas, dan telepon.

(4), 8esaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus
. sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan
yang berlaku" untuk standar kendaraan dinas jabatan
bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB, tidak termasuk
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan.

"

Pasal 17

(1), '.Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
·dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
·kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
. berlaku, dan standar 'luas bangunan dan lahan rumah
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
.undangan.
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(4). Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal TUIDah
tangga sebagaimana dimaksud pacta ayat, (3) diatur
dengan Peraturan Gubemur.

(5). Dalam hal Pimpinan DPRPB tidak menggunakan fasilitas ,,'
rumah negara dan perIcngkapannya;" tidak diberikan'
belanja rumah tangga sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 9 ayat (2)huruf c.

(2). Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pacta ayat .'
(1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal'
rumah tangga dengan mempertimbangkan kernampuan
keuangan daerah.

(3).' Kebutuhan .minimal rumah tangga Pimpinan ,DPRPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dianggarkan 'dalam
program dan kegiatan sekretariat DPRPB.

(1). Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewena!1g
Pimpinan DPRPB.

" \Pasal 18
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e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 5 (liIna) bulan atau
paling banyak 6 [enam) bulan uang representasi.

(3). Dalam hal Pimpina u .atau Anggota DPRPB meninggal
dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

,:

masa bakti sarnpai dengan 4 (empat) tahun,
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat)
bulan uang representasi; dan

d.

C. rnasa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan nang
represen tasi;

a. masa bakti kurang dati atau sampai dengan 1
(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian

'.,-..sebesar 1 [satu] bulan uang representasi;

h. . rnasa b~kti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang
.representasi;

,',:
'. atau mengakhiri masa baktinya diberikan liang jasa
pengabdian ..
. Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (l)disesuaikan dengart masa bakti Pimpinan
dan AIlggota DPRPB, dengan ketentuan:

«2) .

(1). Pimpinan atau Anggota DPRPB yang meninggal dunia
.: I .

\ . Bagian Ketiga , . "
i . . Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRPB

Pasal19
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b. dana operasional Pimpinan DPRPB;

c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRPB;

(1) Belanja periunjang kegiatan DPRPB disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang
DPRPBberupa:

a. program, yang terdiri atas:
1. penye1enggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionaJisme

sumber daya manusia di lingkungan .DP~B;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan

pemerintahan dan kemasyar akatan; dari ..
6.· program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan.

weweriang DPRPB;.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRPB

Pasa120

.j'

(4): Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5). Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRPB diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa
penga bdian.

:..,
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daerahsesuai dengan kemampuan keuangan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal8 ayat (5).

(3). _Penganggaran dana operasional sebagaimana dima.ksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh
sekretaris DPRPBdengan ketentuan sebagai berikut:

(2) .

. .

DPRPB urituk rnenunjang ~kegiatan operasiorial yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan
ke bu tuhan lain, guna melancarkan peiaksanaan tugas
ketua DPRPB dan wakil ketua DPRPB sehari- hari.

Dana operasional sebagaimana pada .ayat (1) diberikan

Dana operasional Pimpinan DPRPB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan
setiap bulan kepada ketua DPRPB dan wakil ketua

(1)

Pasa122

PasaJ 21

Program sebagaimana diruaksud d~l1a1TIPasal 20 ayat (1) huruf
a diutaikan ke dalam beberapa .kegiatan sesuai dengan

...._ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana .dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana .:kerja yang
ditetapkan sesuai dengan ...ketentuan . peraturan
perundang ~undangan.

(2)

d. penyediaan tenaga ahli traksi; dan

e. . belanja sekretariat fraksi.
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(S).Dalam hal terdapat srsa dana operasional setelah
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sarnpai dengan
akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud Iiarus
disetorkan ke rekening ~as umurn daerah paling lambat .
tanggal 31 Desernber tahun anggaran berkenaan.

(6). Dana operasional Pimpinan DPRPB tidak digunakan
untuk keperluan pribadi, kelompok, dari/ atau goiongan,

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara
sekaligus untuk sernua biaya atau disebut lurnpsum;
dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan
dana operasionallaihnya.

(4).Pemberian dana operasional sebagaimana dirnaksud pacta
ayat (3)dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

. b. wakil ketua DPRPB, dengan kelompok kernampuan
keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 4 (empat)kali; .. ..
2. sedang, paling banyak. 2,5 [dua koma lima)kali; ,
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;

dari uang representasi wakil ketua DPRPB.

\a. I ketua DPRPB,. dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang

representasi Ketua DPRPB;

51
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J
(1). Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB

, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c
merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai
,dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRPB yang ~rcermin ' dalam alat
kelengkapan DPRPB sesuai dengan kebutuhan DPRPB
.atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat
"kelengkapan DPRPB.

:(2)... ,Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB
,'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3
."(tiga)orang untuk setiap alat kelengkapan DPRPB.

(3). Kelornpok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRp,B
diangkat dan diberhcntikan dengan keputusan sekretaris
DPRPB sesuai dengan kebutuhan sebagaimana
,dimaksud pada ayat (1) dan- sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4). Pembayaran kornpensasi bagi kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan PPRPB didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutuhan DPRPB atau kegiatan tertentu
DPRPB dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan.

(5). Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB diatur
dengan Peraturan Gubemur dengan .memperhatikan

Pasa123

dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat,
efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
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Pasa124

(1). Tenaga ahli fraksi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf d merupakan .tenaga ahli yang
disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu
yang mendukung tugas fraksi serta diberikan
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian,
pru1S1P efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

(2). Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRPB.

(3). Ketentuan mengenai besaran kornpensas! teriaga .ahli
fraksi diatur dengan Peraturan Gubernur dengan
memperhatikan standar. keahlian sesuai dengan
keten tuan pera turan perundang- undangan.

(4). Perigadaan tenag~ ahli fraksi sebagaimana ditnaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
pera turan perundang -undangan.

standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang ~undangan.

(6). Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan ...



. 54

H i m P U f1 ;1 n iI P (. r it t U ran J) a ~. r H h
Prf)\in,j PnpUH B;tJ'at 2017

(1). Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRPB, serta belanja
..periunjang kegiatan DPRPB merupakan anggaran belanja
DPRPB yang diforrnulasikan ke dalarn rencana kerja dan

...anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat
DPRPB serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV

PENGELOLAANHAK KEUANGANDAN
ADMINISTRATIFPIMPINANDANANGGOTADPRPB

Pasa126

Pasa125

. (1). I3elanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggarar
sekretariat DPRPB sesuai dengan kebutuhan DPRPB dar
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .

....(2)... Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarans
dan anggaran.

(3). Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretaria
.DPRPB dan kelengkapan kantor sesuai dengar
ketentuan peraturan perunddhg-undangan dan tidak
termasuk sarana mobilitas.

(4). Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhar
..belanja alat tulis kantor dan makan mirium rapat fraks:
yang diselcnggarakan di lingkungan kantor sekretariat
DPRPB . dengan memperhatikan PITIlSlP efisiensi,

..efektifitas, dan kepatutan.

"
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. . . .

beras, jam inan kesehatan, dan jarninan kematian sesuai .
derigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Dalam hal Pimpinan DPRPB berhalangan sementara r ':
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana
tugas Pimpinan DPRPB oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRPB terse but
diberikan hak .keuangan dan administratif yang
dipersamakan dengan Pimpinan DPRPB defmitif yang
digantikan terhitung mulai tanggal 1(satu) bulan
beriku tnya.

BABY
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa127

(1). Pimpinan atau Anggota DPRPB yang diberhentikan
semen tara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ..,
ketentuan . peraturan perundang- undal1gan· temp
diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang
representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan

"
(2).. Pengelolaan anggaran belanja DPRPB sebagaimana

·dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Anggaran belanja DPRPB sebagaimana dimaksud pada
. . - .' .' '. . '

.ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD.
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Pada saat Peraturan Daerah ill! mulai berlaku,
Peratu~an'Daerah Provinsi Papua Barat Nornor 2 Tahun 2016
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRPB
(Lernbaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nornor
2, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Papua Barat Nornor
'87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal29

.." . ",
," ~

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat ini
mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua "Barat yang

".berkaitan dengan atau mengatu~ ..·tentang pelaksanaan .hak
'.keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRPB
,vvajih~mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada

.....Peraturan Daerah Provinsi ini paling- lambat 2 [dua) bulan
terhiturig sejak Peraturan Daerah Provinsi ini diundarigkan.

Pasal 28

KETENTUAN PENUTUP

\BABVI
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Ditetapkan di Manokwari
. pada tanggal 19 September 201 7

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TID

DOMINGGUS MANDACAN

Peraturan Daerah ini mulai' berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar .setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat.

Pasal 3'0
i'
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NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (3/206/2017)

LEMBARAN DAERAH PROVINSlpAPUA BARAT TAHUN 2017'
.: NOMOR3. ~

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 September 2017

>SEKRETARIS DAERAH PROVINSr PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATk~IEL D. MANDACAN

Him pun ;1 n H P t' r ,\ t IJ r ;\ n D a ~' r ;\ It
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Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentar g '
Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh·
DPRPB dan Guberriur (kepala daerah) yang berked udukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

. . .

diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan
pemcrintahan yang diserahkan kepada daerah.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
daerah, DPRPB diharapkan .mampu mernbawa nilai-nilai
demokratis dan mernperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberha silan DPRPB menjalankan amanat
rakyat, tidak terlepas "'dari sumber daya manusia, integritas,
dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRPB,

Untuk menunjang hal tersebut, perlu .dilakukan
koordinasi antara DPRPB dan Pernerintah Daerah agar terjalin
hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling
mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sarna secara

I. UMUM

\ PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVmSI PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
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..
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat

. ini juga menata sekretariat fraksi mclalui penyediaan sara na,
anggaran, dan tenaga ah1i fraksi oleh sekretariat DPRPB.
Begitu pula da lam hal meningkatkan kualitas kinerja alat
kelengkapan DPRPB diatur pula mengeilai pembe ntukan
kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPB.

\ kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara
mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga
stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola
.keseimbangan pengelolaari pemerintahan. daerah yang
, dilakukan dapat rnernberikan manfaat secaraisignifikan bagi
pcningkatan kesejahteraan rakyat di daerah terse but.

. Untuk .' dapat berjalannya pola keseimbangan
.. pengelolaan pemerintahan daerah periu ditunjang dengan

kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRPB,
'selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab
Iernbaga . perwakilan rakyat daerah dalam rangka
mengernbangkan .'k:ehidupan iemokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalarn melaksanakan fungsi,
tugas, .dan wewertang lernbaga, mengem bangkan mckanisrne
keseimbangan antara DPRPB dan Pemerintah Daerah,
serta menirigkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRPB,
juga untuk mewujud kan keadilan dan kesejahteraan .

.H i III pun a naP l' rat u r ;I 11 D;l <: r H h
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.Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan .....
istri/ suami dan tunjangan untuk anak kepada Pimpinan dan.
Anggota DPRPB 'yang rnerniliki istri/ suami dan 2 (dua) orang'

Ayat (1)
Pasal4.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
- Cukup jelas.

. Pasal 3

Ayat (2)
Cukup jelas.

"

Yang dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas '"
penghasilan sehubungan .'. dengan pekeIjaan,·· jasa, .atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang 'prfbadi dalam
negen sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-.
undangan.

Pasal2
Ayat(l)

.Cukup jelas.
Pasal 1

II.. PASAL DEMI PASAL
.'
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

~
Cukup jelas.

Ayat (1)
Pasa18

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

.-Ayat (1)
Pasal 7 ..

Cukup jelas.
• ..Pasal6

Cukup jelas.
Pasal 5

Ayat (2)
Cukup jelas.

anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perund ang
undangan.

i'
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Cukupjelas.
Pasall1

Ayat (4)
Cukupjelas.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kesehatan yang
. bertujuan untuk mengetahui status kesehatan" .adalah
medical check up. -

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 10
Ayat (1)

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasa19

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

.'

.. ,

Ayat (2)
Cuku p jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

-'

Yang dimaksud dengan "rurnah negara" adalah
bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hun ian dan sarana pembinaan
.keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

-Ayat (1)
Pasal 13

-

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukupjelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal12

\
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Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada
Pirnpinan dan Anggota DPRPB secara bersamaan" adalah
bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, .atau
dipakai rumah negara dan perIengkapannya serta .kendaraan
dinas jabatan niaka tidak dapat diberikan .tunjangan

Ayat(7) \,

. Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas,
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas,
Ayat (2)

Cukup jelas .
...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Cukup jelas.
Ayat(S)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup je1as.

Ayat (7)
Cukup jelas.-

Pasal 16
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Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas. ~
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

,.

Pasa117
Ayat(l)

Cukup jela_s.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas .
. Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

perumahan dati tunjangan transportasi, ..begitu pula
sebaliknya,

I~·-~-~·-· .. ~.~. ~~"~--~.-."..'....__.. -.--...>.••.~.-~.- •• - .... --~~.- •••~-.-. - ••• -.~-~~~~ ••_-- '.' --.-~--~ -'-'.-: .~.", .- _.. '-'-'_ .• " ,,-. - -•••.•-. -·.----·~~I
I
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Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain
ienyampaikan berbagai informasi-- dan permasalahan yang
da di masyarakat, melaksanakan dan merisosialisa sikan

..,. - . " ' ': '. . ".

ebijakan DPRPB kepada seluruh An~ota DPRPB., Yang
dimaksud dengan "pelayanan" an tara lain untuk

Ayat (It
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasa121

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRPB bukan untuk
nendanai pembayaran" uang lelahj insentifj uang
:ehormatanjuang saku atau sejerusnya dalam mengikuti
:egiatan-kegiatan DPRPB.

Pasal 20

67

F~sal19
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasa123

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas ...

Ayat (6)
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain
untuk merigikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan
hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan
koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah
pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara
DPRPB dan pemberian bantuan kepada
masyarakaty kelompok masyarakat y~g sifatnya insidentil.

pe layanan , keamanan, dan transportasi guna mendukung
kelancaran tugas ketua DPRPB dan wakil ketua DPRPB.

,0
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"Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasa124
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas .

..
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3')
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukupjelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 92.

Cirkup jelas
Pasa130

Cukup jelas.
Pasal29

Cukup jelas.
Pasal28

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasa127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
o Cukupjelas.

Ayat (3)
, Cukup jelas.

Pasal26
"

-Ayat (1)
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